[SALINAN |

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 dan Pasal 53 Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana
dimaksud pada huruf a, masih terdapat pergeseran
anggaran, dan pembetulan rekening anggaran yang
harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat
Keputusan DPRD Nomor 1314/DPRD/2012 tanggal
13 Juni 2012 tentang Rekomendasi Atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2011, serta kebutuhan
mendesak lainnya, yang harus dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;



Mengingat

A

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011
dan Pasal 55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1
Tahun 2012, pergeseran anggaran untuk keperluan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan memberitahukan kepada
Pimpinan DPRD serta ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Angaran 2012;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



-

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 2|;



33.

34,

35.

36.

37.

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011 Nomor 29);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2011
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23.A);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 72) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2};
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73
Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor & Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011 Nomor 6] diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

77.073.808.000,00
815.144.907.000,00

164.148.377.000,00

Rp.1.056.367.092.000,00

Pasal 1
Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Ep.
b. Dana Perimbangan Rp.
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Rp.
Jumlah Pendapatan
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.

2] Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Hibah Rp.
4] Belanja Bantuan

Sosial Rp.

5) Belanja Bagi Hasil Rp.
6) Belanja Bantuan

Keuangan Rp.

7) Belanja Tidak

Terduga Rp.

731.391.120.000,00
75.000.000,00
18.695.004.000,00

3.948.568.000,00
1.400.000.000,00

42.679.782.230,00

6.247.106.972,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 804.436.581.202,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.

2) Belanja Barang

dan Jasa Rp.

3) Belanja Modal Rp.

33.692.612.600,00

112.501.629.314,00
163.875.169.884,00

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus /(Defisit)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Ep. 310.069.411.798,00

Rp.1.114.505.993.000,00
Rp. (58.138.901.000,00)

63.121.901.000,00
4.983.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan (SiLPA)

Rp. 58.138.901.000,00

Rp. 0,00



2. Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah schingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 23 JWLI 2012

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 JWLY 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 29 SERI 4 NOMOR 3



PERATURAN BUPATI PURWOREID

NoMOR ;29 TANEN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI
PURWOREND NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG
FENIABARAN APBD KABUPATEN PURWOREID
TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJOQ
RINGKASAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT

1 2 3
1 PENDAPATAN 1.056.367.092.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH  77.073.808.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 10.535.248.000,00
1.1:2 Hasil Retribusl Daerah 13.455.364.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,086.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah B 49,953, 196.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 15.144.907.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33,834 668.000,00
1.2.2 [ana Alokasi Umum 711.741.839.000,00
1.2.3 Dana Alokass Khusus ) EBZSG;B.'IDEED[_J,_M
1.3 LATN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH b 164.148.377.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 500.0:00.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 18,199.711.000,00
1.3.4 [ana Peryesuaian dan Otonomi Khusus 110.632.076.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan darl Provinsd atau Pemerintah Daerah Lainriya 34,816.550.000,00
2 BELAMNIA 1.114.505.993.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Bﬂ-l.ﬁﬁ.sﬁl..zﬂz,_m
2.1.1 Belanja Pegawai 731.391.120.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 75.000,000,00
2.1.4 Belanja Hibah 18.695.004.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3,948.568.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 1.400.000. D00, 00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 42 679.782.230,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.247.106.972,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 310.069.411.798,00
|- 2 Balanja Pagawai 33.692.612.600,00
1.2.2 Belanja Barang dan lasa 112.501.629.314,00
2.2.3 Belanja Modal 163.875.169.884,00
SURPLUS [ (DEFISIT) (58.138.201.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH £3.121.901.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 63.121,901.000,00
3.1.6 Penerimaan Plutang Daerah 0,00
3.1.T Penerimazan Dana Bergudir 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4,583.000,000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.872.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokeok Utang 111.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.138.501.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Purworejo, 23 JULT 2012

BUPATI PURWOREID

Tid
MAHSUN ZAIN
RANGIASAN HANCAMGAN APECH Halaman 1
———N




Rﬂ'g’lm URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4

2.02.2.01.01.20. 03 Penyusunan Rencana Tahunan (RTn) Pembangunan Ketutanan © 5.000.000,00| Lokasi Kegiatan : Kab. Aurworeio
2.02.2.01.01.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai . 1Lssn.ooo0)
202.201.01.20.03.5.2.1.01 Honorarium FHS - 705.000,00
202.201.01.20.03.5.2.1.01.03 Uang Sidang o © 705.000,00
202 ,2001.01.20.03.5.2.1.02 Honorarum Man PNS == _I_Z?SM,‘DE
202.2.01.01.20.03.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahllf Instruktur/ Narasumber il T 1.275.000,00
202.2.01.01.20,03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 302000000
2.02.2.00.01.20,03.5.2.2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor - 24080000]
202.2.0101.20.03.5.2.2.0L.01 Belanja alat buis kantor - 240.800,00
202.2.01.01.20.03.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan ] ::zaamnc__r
202.2.01.00.20.03.5.2.2.06.01 Belanfa cetak 90.000,00
2.02.2.01.01.20.03.5.2.2.06. 02 Belanja Penggandaan 193.200,00
2.02.2.01.01.20.03.5.2.2.11 Belanja Makanan dan  Minuman 27600000
2.02.2.0001.20.03.5.2.2.11, 02 Belanja makanan dan minuman rapat - 276.000,00
202.20100,20.03.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2200000
202.20101.20.03.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 970.000,00
202.2.01.01.20.03.5.2.2.15.02 Belanja perjatanan dinas luar darah 1.250,000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.534.385.000,00)

BUPATI PURWOREJO
Tid
MAHSUN ZAIN

PEALBAHAN FEPASARAN APRD - 3, 00 . 07 CHAGS PERTARDAN DAN KEMCTANAN




